BUPATI BOYOLALI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah

Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,
maka Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan
Perangkat Desa, perlu dilakukan penyesuaian dengan

kebutuhan hukum dan masyarakat;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan

dan Pengangkatan Perangkat Desa;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang.....
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Daerah.....
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Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 167)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor
15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali
Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Nomor 238);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun
2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Boyolali Nomor 225);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016

Nomor 17);

11. Peraturan Bupati....
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11.Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan
Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali
Tahun 2017 Nomor 15);

12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 38 Tahun 2018
tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018
Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017

tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa (Berita

Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah dan diantara angka 10 dan angka 11

disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 10a, sehingga Pasal 1 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1
2.
3

Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
Bupati adalah Bupati Boyolali.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa.....
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Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah
tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan

Pemerintah Daerah.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat
Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan
kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur

kewilayahan.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan

wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pelaksana tugas Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Plt
Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat oleh Kepala Desa
dalam kurun waktu tertentu untuk melaksanakan tugas dan wewenang
Perangkat Desa, karena pejabat definitif berhalangan sementara,

diberhentikan sementara atau diberhentikan.

. Pengangkatan Perangkat Desa adalah kegiatan yang dilakukan oleh

Kepala Desa untuk mengisi jabatan Perangkat Desa yang meliputi
proses penjaringan, penyaringan, konsultasi, dan penetapan menjadi

Perangkat Desa.

Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia
Pengangkatan adalah Tim yang dibentuk Kepala Desa yang bertugas

melakukan proses pengangkatan Perangkat Desa.

Tim Penguji adalah Tim yang dibentuk oleh Camat untuk

melaksanakan ujian tertulis bagi calon Perangkat Desa.

Tim Pengendali adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati di Tingkat
Kabupaten dan Kecamatan dalam rangka pengendalian proses

pengangkatan Perangkat Desa.

Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan.....
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2. Ketentuan BAB IlII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, ANGGOTA BPD, PEGAWAI NEGERI

SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI, PEGAWAI BUMN/BUMD/BUMDESA

SEBAGAI CALON PERANGKAT DESA

3. Ketentuan Bagian Kesatu BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Bagian Kesatu

Calon Perangkat Desa dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD

4. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD yang mencalonkan diri

dalam pengangkatan Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari

pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(3)

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam Pengangkatan
Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina

kepegawaian.

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan
dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa

tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya
sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa,
dan pendapatan lainnya yang sah bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa.

(4) Ketentuan.....



(4)
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Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 6A dan

Pasal 6B sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)

(4)

(5)

Pasal 6A

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas
Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Plt Perangkat Desa

yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.

Plt Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya
disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh)

Hari terhitung sejak tanggal penugasan.

Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua)

bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dapat dilakukan dengan cara:

a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah

Desa; dan

b. penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.

Khusus pengisian jabatan Perangkat Desa berupa Sekretaris Desa

dilakukan melalui penjaringan dan penyaringan calon.

Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dan ayat (5) dikonsultasikan dengan Camat.

Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara

tertulis.

Pasal 6B

Pengisian jabatan Perangkat Desa dengan cara mutasi jabatan antar

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (4) huruf a

dilakukan dengan mekanisme:

a. Kepala Desa.....
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a. Kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat
mengenai mutasi jabatan antar Perangkat Desa disertai dengan

pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan;

b. Camat memberikan rekomendasi tertulis mengenai mutasi jabatan

antar Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari;

c. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa
persetujuan atau penolakan berdasarkan pertimbangan yang dapat

dipertanggungjawabkan,;

d. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan

Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;

e. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa

melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa;

f. Dalam hal rekomendasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud
pada huruf e, Camat harus menyertai dengan alasan yang dapat

dipertanggungjawabkan;

g. Perangkat Desa yang mendapatkan Rekomendasi Camat sebagaimana
dimaksud pada huruf b diangkat sebagai Perangkat Desa dengan

Keputusan Kepala Desa; dan

h. Penerbitan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat
Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g paling lambat 7 (tujuh)

Hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi Camat.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pengisian jabatan Perangkat Desa dengan cara Penjaringan dan
Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (4) huruf b

dilakukan dengan mekanisme:

a. penjaringan dan penyaringan;

b. konsultasi kepada Camat;

c. penerbitan Rekomendasi Camat; dan

d. Pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal II.....
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Pasal I1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 18 Okfober 5019

BUPATI BOYOLALI,/

A

,l SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali

pada tanggal 5 Oktober 95019 [ Tetanh ditetii
Bagian Hukum
Setda
SEKRETARIS DAERAH A —Paraf }
N BOYOLALI,

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019 NOMOR <9



